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ABSTRAK
Whistleblowing System (WBS) merupakan salah satu instrumen tata kelola yang mendukung pencegahan fraud melalui penyediaan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran secara aman, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Whistleblowing System dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap lima informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi WBS telah terintegrasi dengan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah. WBS berfungsi sebagai early warning system yang mendukung transparansi, akuntabilitas, pengendalian intern, dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, koordinasi antarunit kerja, budaya organisasi, dan dukungan anggaran. Penelitian ini menghasilkan model konseptual implementasi WBS terintegrasi yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan tata kelola dan sistem pencegahan fraud pada organisasi sektor publik.
Kata Kunci: Whistleblowing System, fraud, pencegahan fraud, APIP, tata kelola.

ABSTRACT
Whistleblowing System (WBS) is a governance mechanism that supports fraud prevention by providing a secure, transparent, and accountable reporting channel for alleged misconduct. This study aims to analyze the implementation of the Whistleblowing System in fraud prevention at the Inspectorate of South Papua Province and to identify the factors that support and hinder its effective implementation. A qualitative case study approach was employed. Data were collected through in-depth interviews, observations, and document analysis involving five purposively selected informants. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña, consisting of data condensation, data display, and conclusion drawing and verification. Data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings indicate that the implementation of the WBS has been integrated into the functions of the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), including auditing, review, evaluation, monitoring, assistance, consultation, and guidance for regional government agencies. The WBS functions as an early warning system that strengthens transparency, accountability, internal control, and organizational integrity. Its effectiveness is influenced by leadership commitment, human resource competence, regulatory support, information technology utilization, inter-agency coordination, organizational culture, and budget availability. This study proposes an integrated WBS implementation model that may serve as a reference for strengthening governance and fraud prevention in public sector organizations.
Keywords: Whistleblowing System; fraud prevention; APIP; governance; public sector.

I. PENDAHULUAN
Fraud merupakan salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan tata kelola organisasi, baik pada sektor publik maupun sektor bisnis. Praktik fraud tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik, melemahkan akuntabilitas, dan menghambat pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu, organisasi tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme pengawasan yang bersifat represif, tetapi juga memerlukan sistem pencegahan yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan sejak tahap awal.
Salah satu instrumen yang berkembang dalam praktik tata kelola modern adalah Whistleblowing System (WBS), yaitu mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran yang memberikan perlindungan kepada pelapor serta menjamin kerahasiaan informasi. Implementasi WBS dipandang sebagai bagian penting dari upaya membangun transparansi, akuntabilitas, dan budaya integritas dalam organisasi. Selain berfungsi sebagai media pelaporan, WBS juga berperan sebagai early warning system yang membantu organisasi mengidentifikasi risiko sebelum berkembang menjadi tindakan fraud yang lebih luas.
Dalam sektor publik Indonesia, implementasi WBS berkaitan erat dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pelaksanaan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Melalui fungsi audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan, APIP memiliki peran strategis dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Integrasi WBS ke dalam fungsi pengawasan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan fraud sekaligus memperkuat budaya integritas di lingkungan instansi pemerintah.
Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa WBS berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengendalian intern dan pencegahan fraud. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada perilaku pelaporan (whistleblowing intention) atau implementasi WBS pada organisasi tertentu. Kajian mengenai implementasi WBS dalam konteks APIP, khususnya pada pemerintah daerah di daerah otonomi baru, masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (research gap) mengenai bagaimana WBS diimplementasikan sebagai bagian dari sistem pengawasan intern pemerintah dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.
Inspektorat Provinsi Papua Selatan sebagai APIP memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan pengawasan intern pemerintah daerah. Implementasi WBS pada instansi ini tidak hanya berkaitan dengan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, tetapi juga telah diintegrasikan ke dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah. Pengalaman tersebut memberikan gambaran empiris mengenai penerapan WBS sebagai bagian dari sistem pengawasan yang mendukung pencegahan fraud dan penguatan tata kelola pemerintahan.
Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Whistleblowing System dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas implementasinya. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan kajian mengenai implementasi WBS pada sektor publik, sekaligus memberikan kontribusi praktis melalui model implementasi WBS terintegrasi yang dapat mendukung penguatan tata kelola dan pencegahan fraud di lingkungan organisasi sektor publik.

II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1. Desain Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis implementasi Whistleblowing System (WBS) dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai implementasi WBS berdasarkan konteks organisasi, pengalaman informan, serta dinamika pelaksanaan pengawasan intern. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi WBS sebagai bagian dari sistem pengawasan intern pemerintah daerah.
2.2. Populasi dan Sampel
Penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian kuantitatif, melainkan menggunakan informan penelitian yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Pemilihan informan didasarkan pada pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan implementasi WBS pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan.
Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas Inspektur, Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan, Inspektur Pembantu (Irban II), dan Auditor/Fungsional Madya. Komposisi informan tersebut dipandang mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai implementasi WBS, perannya dalam pencegahan fraud, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
2.3. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap seluruh informan penelitian untuk memperoleh informasi mengenai implementasi WBS dan perannya dalam pencegahan fraud. Observasi dilakukan terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan intern dan penerapan WBS di lingkungan Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan kebijakan, pedoman, laporan pengawasan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan fokus penelitian.
2.4. Teknik Analisis Data
Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi WBS dalam pencegahan fraud pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan.
2.5. Keabsahan Data
Keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengecekan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi. Penerapan ketiga teknik tersebut bertujuan meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Karakteristik Informan Penelitian
Penelitian ini melibatkan lima informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kewenangan yang berkaitan langsung dengan implementasi Whistleblowing System (WBS) di Inspektorat Provinsi Papua Selatan. Pemilihan informan bertujuan memperoleh informasi yang komprehensif mengenai implementasi WBS, perannya dalam pencegahan fraud, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya.
Informan terdiri atas unsur pimpinan, pejabat struktural, dan auditor yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern. Keragaman jabatan tersebut memungkinkan diperolehnya perspektif yang saling melengkapi, baik dari aspek kebijakan, tata kelola organisasi, maupun pelaksanaan teknis pengawasan.
Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian
	No
	Informan
	Keterangan

	1
	Inspektur
	Penanggung jawab kebijakan pengawasan dan implementasi WBS

	2
	Kepala Subbagian Umum
	Penanggung jawab administrasi dan dukungan organisasi

	3
	Kepala Subbagian Keuangan
	Penanggung jawab tata kelola keuangan dan pengendalian

	4
	Inspektur Pembantu (Irban II)
	Pelaksana fungsi pengawasan intern

	5
	Auditor/Fungsional Madya
	Pelaksana audit dan pemeriksaan


Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).
Karakteristik informan menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki kompetensi dan pengalaman yang relevan dengan implementasi WBS, sehingga informasi yang diperoleh mampu menggambarkan kondisi aktual pelaksanaan WBS di Inspektorat Provinsi Papua Selatan secara komprehensif.


3.2. Hasil Penelitian dan Gambar
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Whistleblowing System (WBS) pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan telah menjadi bagian dari sistem pengawasan intern yang mendukung pelaksanaan fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Implementasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, tetapi juga diintegrasikan ke dalam kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah. Integrasi tersebut menjadikan WBS sebagai instrumen yang memperkuat efektivitas pengawasan dan tata kelola organisasi.
Selain berfungsi sebagai media pelaporan, WBS berperan sebagai early warning system yang memungkinkan organisasi mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak dini. Informasi yang diperoleh melalui mekanisme pelaporan dimanfaatkan dalam proses identifikasi risiko, penyusunan prioritas pengawasan, dan pengambilan tindakan korektif untuk mencegah terjadinya fraud. Dengan demikian, implementasi WBS berkontribusi terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian intern.
Penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas implementasi WBS dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, yaitu komitmen pimpinan, kompetensi sumber daya manusia, dukungan regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, koordinasi antarinstansi, dan dukungan anggaran. Di sisi lain, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, anggaran pengawasan, serta rendahnya partisipasi pelapor yang memerlukan perhatian dalam pengembangan sistem secara berkelanjutan.
Ringkasan temuan penelitian disajikan pada Tabel 2.


Tabel 2. Ringkasan Hasil Penelitian
	Aspek
	Temuan Penelitian

	Implementasi WBS
	Terintegrasi dengan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah.

	Peran WBS
	Berfungsi sebagai early warning system, meningkatkan transparansi, memperkuat pengendalian intern, dan mencegah fraud.

	Faktor Pendukung
	Komitmen pimpinan, regulasi, SDM, teknologi informasi, budaya organisasi, koordinasi, dan anggaran.

	Faktor Penghambat
	Keterbatasan SDM, infrastruktur teknologi, anggaran pengawasan, dan rendahnya partisipasi pelapor.

	Luaran Penelitian
	Model Implementasi Whistleblowing System Terintegrasi sebagai referensi penguatan tata kelola sektor publik.


Sumber: Data primer diolah peneliti (2026).
Berdasarkan sintesis seluruh hasil penelitian, dikembangkan Model Pengembangan Whistleblowing System Terintegrasi sebagaimana disajikan pada Gambar 1.
Komitmen Pimpinan
Regulasi dan SOP WBS
Sistem Digital Whistleblowing
Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan
Pencegahan Fraud dan Penguatan
 Tata Kelola Organisasi
Pengawasan Berbasis Risiko
Budaya Integritas
Kompetensi SDM

Gambar 1. Model Pengembangan Whistleblowing System Terintegrasi.
Model tersebut menunjukkan bahwa efektivitas implementasi WBS dibangun melalui sinergi antara komitmen pimpinan, regulasi, sistem digital, kompetensi sumber daya manusia, budaya integritas, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkelanjutan. Keterpaduan ketujuh komponen tersebut mendukung terciptanya sistem pencegahan fraud yang lebih efektif sekaligus memperkuat tata kelola organisasi.
3.3. Pembahasan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Whistleblowing System (WBS) pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan telah berkembang menjadi bagian integral dari sistem pengawasan intern. Integrasi WBS dengan kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah menunjukkan bahwa mekanisme pelaporan tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sumber informasi strategis dalam mendukung pengawasan berbasis risiko. Temuan ini mengindikasikan bahwa efektivitas WBS tidak hanya ditentukan oleh keberadaan saluran pelaporan, tetapi juga oleh kemampuan organisasi memanfaatkan informasi tersebut dalam pengambilan keputusan dan penguatan pengendalian intern.
Temuan tersebut sejalan dengan kerangka teori dan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini, yang menempatkan WBS sebagai instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan fraud. Keberhasilan implementasi WBS sangat dipengaruhi oleh adanya perlindungan terhadap pelapor, tindak lanjut yang objektif, serta komitmen organisasi dalam membangun budaya integritas. Dalam konteks penelitian ini, WBS diposisikan bukan hanya sebagai mekanisme pelaporan, melainkan sebagai bagian dari sistem tata kelola yang mendukung peningkatan kualitas pengawasan intern pemerintah daerah.
Penelitian juga mengidentifikasi bahwa efektivitas implementasi WBS dipengaruhi oleh sinergi berbagai faktor, yaitu komitmen pimpinan, dukungan regulasi, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi, koordinasi antarunit kerja, dan dukungan anggaran. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, anggaran, serta rendahnya partisipasi pelapor menjadi tantangan yang dapat mengurangi efektivitas sistem apabila tidak diimbangi dengan penguatan kapasitas organisasi dan evaluasi secara berkelanjutan.
Kontribusi utama penelitian ini adalah penyusunan Model Implementasi Whistleblowing System Terintegrasi yang menempatkan kepemimpinan, regulasi, sistem digital, kompetensi sumber daya manusia, budaya integritas, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkelanjutan sebagai komponen yang saling terkait dalam mendukung pencegahan fraud. Model ini menegaskan bahwa WBS tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem tata kelola organisasi yang terintegrasi.
Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bahwa organisasi sektor publik perlu mengembangkan WBS secara komprehensif sebagai bagian dari strategi penguatan tata kelola organisasi. Penguatan komitmen pimpinan, penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta evaluasi berkelanjutan merupakan prasyarat agar WBS dapat berfungsi secara optimal sebagai early warning system. Pengalaman implementasi WBS pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan dapat menjadi praktik baik (best practice) yang dapat diadaptasi oleh organisasi lain dengan tetap memperhatikan karakteristik dan tingkat kematangan sistem pengendalian intern masing-masing.
Secara akademik, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi WBS pada lingkungan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), khususnya di daerah otonomi baru. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menitikberatkan pada perilaku pelaporan atau pengaruh WBS terhadap pencegahan fraud, penelitian ini menempatkan WBS sebagai bagian dari sistem pengawasan intern yang terintegrasi dengan fungsi APIP. Perspektif tersebut memberikan kontribusi konseptual berupa model implementasi yang menghubungkan mekanisme pelaporan dengan manajemen risiko, pengendalian intern, dan penguatan tata kelola organisasi.

IV. KESIMPULAN
Implementasi Whistleblowing System (WBS) pada Inspektorat Provinsi Papua Selatan telah menjadi bagian integral dari sistem pengawasan intern yang mendukung pencegahan fraud melalui integrasi dengan kegiatan audit, reviu, evaluasi, monitoring, asistensi, konsultasi, dan pembinaan perangkat daerah. WBS tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran, tetapi juga sebagai early warning system yang memperkuat transparansi, akuntabilitas, pengendalian intern, dan budaya integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Efektivitas implementasi WBS dipengaruhi oleh komitmen pimpinan, dukungan regulasi, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, budaya organisasi yang berintegritas, koordinasi antarunit kerja, serta dukungan anggaran. Sebaliknya, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, anggaran, dan partisipasi pelapor masih menjadi tantangan yang memerlukan penguatan secara berkelanjutan.
Penelitian ini menghasilkan Model Implementasi Whistleblowing System Terintegrasi yang menggambarkan keterkaitan antara kepemimpinan, regulasi, sistem digital, kompetensi sumber daya manusia, budaya integritas, pengawasan berbasis risiko, dan evaluasi berkelanjutan dalam mendukung pencegahan fraud. Model tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi organisasi sektor publik dalam memperkuat tata kelola, sistem pengendalian intern, dan strategi pencegahan fraud.
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